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PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkaracerai talak antara:
PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Pulau Enggano Gang Sita No. 00
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi
Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulau Enggano Gang Sita
No. 00, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai Termohon.
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;
Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 02 Agustus

2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor

000/Pdt.G/2017/PA .Dps. tanggal 03 Agustus 2017, telah mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada

hari Kamis tanggal 06 September 2007di hadapan Pejabat Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/13/1X/2007 tertanggal 06
September 2007.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swit.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kediaman bersama bertempat tinggal di JI. Pulau Enggono Gg. Sita No. 00,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami - isteri dan dikaruniai 2 orang
anak :

1. ANAK PERTAMA, laki — laki, lahir di Malang pada 10-10-2010.
(Yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon).

2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Malang pada 27-10-2012.
(Yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon).

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga
dengan Termohon berlangsung sampai 6Tahun sejak dilangsungkannya
pernikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 sampai dengan saat
ini, yang penyebabnya antara lain;

a. Perekonomian.
b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada tahun 2013 antara Pemohondan Termohon, dimana Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini sudah tidak diketahui
keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon
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dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa berdasarkan hal — hal di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara ini agar member izin kepada
Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap
Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam
gugatan ini.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu
roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Denpasar.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil — adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan
kepada orang lain sebagal kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan
relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regiona
Denpasar tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017 yang dibacakan di
persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya
tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati
Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan
Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya
mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang
tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat

didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Nomor:
8545/VIII/STLD/Bends/2017 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan
tanggal 29 September 2017 oleh Bendesa Desa Pakraman Pedungan,
selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah
dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian
ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/13/IX/2007 atas nama PEMOHON
dan TERMOHON, tanggal 6 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa
Timur, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah
dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian
ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah
menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

Sakss PERTAMA, umur 43 tahun, agama lIslam, pekerjaan swasta, tempat

kediaman di JI. Pulau Enggano Gg. Sita No. 00, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang padaintinya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu
Pemohon;

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan
selama menikah dikarunial 2 orang anak;

¢. Bahwa selama berumah-tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena
masal ah ekonomi;

d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sgjak tahun

2013 karena Termohon pergi meninggal kan kediaman bersama;
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e. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
f. Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun
dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saks tidak sanggup

merukunkan mereka;

Sakss SAKSI KEDUA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Lingga Nomor 00,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai
berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu

Pemohon;

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan
selamamenikah dikaruniai 2 orang anak;

¢. Bahwa selama berumah-tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena
masal ah ekonomi;

d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sgjak tahun
2013 karena Termohon pergi meninggal kan kediaman bersama;

e. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

f. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan
Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan
mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut
di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, Pemohon tetap pada
pendiriannyaingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia
tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera
diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam
berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

HIm. 5 dari 11 him. Put. No.0269/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

=

Disclaimer

P BRYGH! B MARIARM 49 WgURRP Rk UM fsonesia

ut

utusan.mahkamahagung.go.id
usan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimanatelah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak
mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun
berdasarkan relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI
Regional Denpasar tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017 yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan
diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan
Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setigp persidangan telah berusaha
menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali
dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi aasan Pemohon ingin bercerai dengan
Termohon karena sgak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi
pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- Perekonomian.

- Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa puncak dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada tahun 2013.

- Bahwa sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan
sampai saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah
Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis
Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelend sesuai
dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai
aat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat ( 3)
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat
dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan surat yang dikeluarkan oleh
pejabat setempat menunjukkan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik,
terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan alas hak
untuk melakukan perceraian;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim ~memandang perlu
mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan
pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang seksi telah
memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah,
keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Magelis Hakim mempertimbangkan materi
kesaksian, saksi-saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering
bertengkar karena masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak
tahun 2013 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang
Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan saksi-saksi Pemohon
tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, keterangan
saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagal saksi, sehingga dapat
dijadikan sebagai aat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan
sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh
keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran
karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 karena

Termohon pergi meninggal kan kediaman bersama;
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- Bahwa sgjak kepergian tersebut hingga sekarang Termohon tidak diketahui lagi
keberadaannya dan alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara
Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat maksud dan
tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai
suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh
ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin
namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan
Juli 2013, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, kedua
belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan demikian
tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang keka dan bahagia serta rumah
tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal
1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasa 3 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon selama 4 tahun dan tidak
diketahui lagi keberadaannya, menurut Magjelis Hakim menunjukkan Termohon sudah
tidak mencintai Pemohon lagi dan sudah tidak ingin mempertahankan rumahtangganya
lagi maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah
dan sudah sulit untuk disatukan lagi serta tidak mungkin lagi rumah tangganya dapat
dibina, oleh karena itu agar Pemohon terlepas dari perkawinan yang hampa artinya
Pemohon kawin tapi istrinyatidak ada di rumah sehingga sama sgja dengan tidak punya
istri menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi
Pemohon agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum
serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b)) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b)) dan (f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang
terdapat dalam al-Qur'an surat a- Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

] -

g - -
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—
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Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak
berhasil, begitu pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon untuk rukun
namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilas Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada
petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2
dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilass Hukum Islam maka Mgelis Hakim
menetapkan amar ”Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasa 84 Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pgjabat yang ditunjuk mengirimkan salinan
Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan
perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan
kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang

berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di
persidangan;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Denpasar;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan
salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
untuk dicatatkan perceraiannya tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sgjumlah Rp
566.000,00 ( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 21 Desember
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1439 Hijriah oleh kami
Dra. St. Nur Salmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M.
Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ardiansyah,

SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran

Termohon.
Ketua Majelis,
ttd
Dra. St. Nur Salmi Muhammad
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd
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H. Sudi, SH. H.M. Helmy Masda, SH., MH.
Panitera Pengganti,
ttd
Ardiansyah, SH.
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pencatatan Rp  30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 475.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 566.000,00
( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )
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